



A. Latar Belakang 
Gizi buruk di Indonesia masih menjadi permasalahan kesehatan yang 
perlu di perhatikan oleh pemerintah. Berdasarkan Kementerian Kesehatan 
dalam Profil Kesehatan Indonesia tahun 2015 ditemukan sebanyak 26.518 
balita menderita gizi buruk secara nasional. Kasus gizi yang dimaksud 
ditentukan berdasarkan perhitungan berat badan menurut tinggi badan balita 
Zscore < -3 standar deviasi (balita sangat kurus) (http://www.depkes.go.id). 
Sedangkan menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian 
Kesehatan 2013 prevalensi gizi sangat kurus pada balita sebesar 5,3%. Jika 
diestimasikan terhadap jumlah sasaran balita yang terdaftar di posyandu yang 
melapor (21.436.940) maka perkiraan jumlah balita gizi buruk (sangat kurus) 
sebanyak sekitar 1,1 juta jiwa secara nasional. Kasus gizi balita berdasarkan 
pada perhitungan berat badan menurut tinggi badan merupakan kasus yang 
paling terlihat secara kasat mata, karena balita akan terlihat sangat kurus 
diakibatkan tidak seimbangnya berat badan dengan tinggi badan sang anak. 
Beberapa kasus gizi buruk di Indonesia di dominasi pada daerah luar 
Pulau Jawa. Sesuai dengan pernyataan Dr. Toto Sudargo, SKM., M.Kes. 
selaku Ahli Gizi dari Universitas Gadjah mada, menyebutkan bahwa gizi 
2 
 
kurang ini banyak dijumpai di sebagian besar Sulawesi, Kalimantan, NTB, 
NTT, Sumatera Utara, Aceh, dan Maluku (https://ugm.ac.id). Pernyataan 
tersebut didukung dengan adanya data dari Departemen Kesehatan, sebagai 
berikut : 
Tabel 1.1 Rekap Data Balita Gizi Buruk per Provinsi tahun 2016 
Bulan Provinsi Total kasus 
Januari Sumatera Selatan 5 
  Sulawesi Selatan 15 
  Maluku 3 
Februari Sulawesi Selatan 10 
  Maluku 13 
Maret Sulawesi Selatan 25 
April Sumatera Selatan 4 
  Sulawesi Selatan 13 
  Maluku 1 
Mei Sulawesi Selatan 16 
  Maluku 1 
Juni Sulawesi Selatan 8 
  Maluku 2 
  Maluku Utara 1 
Juli Sulawesi Selatan 5 
Agustus Sumatera Utara 1 
  Sulawesi Selatan 5 
  Maluku  1 
September Sumatera Utara 2 
  Lampung 1 
Oktober Sumatera Utara 1 
  Sulawesi Selatan 1 
November Sulawesi Selatan 4 
Desember Sulawesi Selatan 2 
Jumlah 140 
Sumber : Aplikasi sms gateway balita gizi buruk 2017, 
http://www.depkes.go.id, diolah peneliti 
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Berdasarkan tabel diatas permasalahan gizi buruk di Indonesia yang paling 
mendominasi terdapat pada daerah luar Pulau Jawa. Provinsi Sumatera, 
Sulawesi, Maluku dan sekitarnya merupakan daerah yang banyak 
ditemukanya pedesaan-pedesaan terpencil hingga masih terisolated. Keadaan 
tersebut mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pembangunan yang tidak 
merata. Sehingga menyebabkan pengetahuan masyarakat setempat yang 
terbatas. Namun, bukan berarti daerah yang lain tidak ditemukanya kasus gizi 
buruk.  
Kasus gizi buruk banyak ditemukan di wilayah pedesaan dan biasanya 
adalah daerah terisolasi, dimana distribusi pembangunan kurang merata. 
Sarana prasarana yang disediakan belum mampu menunjang kebutuhan 
kesehatan bagi masyarakat. Disisi lain faktor kemiskinan mempengaruhi 
kemampuan akses pangan bergizi masyarakat, selain itu pemahaman dan 
pendidikan masyarakat tentang gizi masih sangat kurang. Banyak masyarakat 
pedesaan atau daerah isolated belum mengenal jenis-jenis makanan bergizi 
dan pentingnya asupan gizi bagi tubuh terutama bagi bayi dan balita. 
Kasus gizi buruk juga ditemukan di Provinsi Jawa Timur. Sejak  tahun 
2010 hingga tahun 2012,  jumlah  kasus  gizi  buruk di  Jawa  Timur terus  
meningkat,  yaitu  dari  tahun  2010  sebesar  7.760  kasus  meningkat  
menjadi  8.410 pada   tahun   2011   dan   meningkat   lagi   menjadi   11.056   
pada tahun 2012 permasalahan tersebut diperoleh dari indokator BB/TB 
(Berat Badan menurut Tiggi Badan) (www.depkes.go.id). Data tersebut  
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diperoleh dari  laporan  masyarakat,  kader Posyandu,  maupun kasus-kasus  
yang  langsung  dibawa  ke  tempat-tempat  pelayanan  kesehatan  yang  ada, 
seperti Puskesmas dan rumah sakit.  
Gambar 1.2 Presentase Gizi Buruk Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 
Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2012 
Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa menurut indikator  BB/U,  
persentase  balita Gizi Buruk (BB Sangat  Kurang) sebesar  1,15%  dan  
persentase  balita Gizi Kurang  sebesar 5,71%,  sehingga  persentase balita  
kurang  gizi  (Gizi  Kurang  +  Gizi  Buruk)  sebesar  6,86%. Jika  
dibandingkan  dengan presentase  gizi baik, maka angka presentase gizi buruk 
di Jawa Timur sudah cukup  aman. Akan  tetapi  harus  ditekankan  bahwa  
semua  kabupaten/kota  yang ada harus tetap waspada dan terus 
mempertahankan agar presentase gizi buruknya tidak naik bahkan diupayakan 
agar semaksimal mungkin untuk menguranginya. Penyebab gizi buruk di 
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Provinsi Jawa Timur menurut Kepala Seksi Gizi Dinkes Jatim, Heru Nugroho 
mengatakan : 
“tingginya angka balita gizi buruk di Jatim bukan semata-mata faktor 
ekonomi, melainkan lebih banyak disebabkan pola asuh orangtua yang 
salah. Dinkes mencatat, dari jumlah balita gizi buruk yang ada, sekitar 52 
persen disebabkan pola asuh, lalu 35 persen faktor ekonomi, dan sisanya 
13 persen karena penyakit. Bukan faktor ekonomi, tapi lebih banyak 
disebabkan pola asuh yang salah. Kalau kedua orangtuanya sama-sama 
sibuk akhirnya makanan untuk balita tidak diperhatikan,” 
(http://surabaya.tribunnews.com). 
 
Banyaknya kasus gizi buruk di Indonesia menjadi tugas pemerintah untuk 
menindak lanjuti permasalahan gizi buruk pada anak balita. Dalam rangka 
mewujudkan kebutuhan masyarakat yang beragam, berbagai upaya dilakukan 
pemerintah terutama dalam hal pelayanan publik sebagai tanggung jawab 
pemerintah akan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagaimana yang telah 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik bahwa pelayanan publik merupakan wewenang dan tanggung jawab 
dari pemerintah, ataupun instansi pemerintahan terkait yang biasa disebut 
penyedia pelayanan publik. Pelayanan kesehatan  merupakan salah satu 
klasifikasi dari pelayanan publik.  
Pelayanan kesehatan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Salah satu pelayanan kesehatan yang 
diberikan adalah tentang gizi kesehatan. Pada pasal 141 ayat (2) menyebutkan 
bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan “gizi seimbang” 
dalam artian asupan gizi sesuai kebutuhan seseorang untuk mencegah resiko 
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gizi lebih dan gizi kurang. Namun dalam kenyataanya masih ditemukanya 
masyarakat terutama anak balita yang menderita gizi buruk pada tiap daerah.  
Kunci utama untuk menangani gizi buruk pada anak balita adalah 
perlunya inovasi dalam bidang layanan kesehatan. Inovasi di sektor publik 
pada saat ini menjadi sebuah keharusan untuk membuat ketersediaan layanan 
yang semakin mudah, murah, terjangkau, dan merata (Suwarno, 2008:32-33). 
Inovasi pelayanan kesehatan tidak harus bergantung pada teknologi atau 
penciptaan alat canggih. Melainkan, sebuah inovasi juga dapat diwujudkan 
melalui program yang sudah dibentuk atau program baru tentang bagaimana 
cara dan sikap memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada 
masyarakat.  
Menurut Dhewanto (2014:115) dalam bukunya berjudul Manajemen 
Inovasi bahwa, sektor publik merupakan sektor yang bergerak dalam bidang 
pelayanan jasa, sehingga sudah saatnya menerapkan inovasi jasa dalam proses 
kegiatanya. Inovasi sektor publik pada bidang jasa salah satunya adalah 
pelayanan kesehatan. Inovasi  pelayanan kesehatan sendiri dapat berupa upaya 
pengobatan (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif). Keberadaan inovasi 
pelayanan kesehatan sangat penting untuk pelayanan publik guna memberikan 
terobosan terbaru yang dapat meningkatkan kualiatas pelayananya. 
Keberhasilan suatu inovasi publik tidak hanya dilihat pada penciptaan produk 
baru saja, akan tetapi bagaimana pelaksanaan inovasi dalam memberikan 
layanan kepada masyarakat.  
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Berbagai inovasi dalam bidang pelayanan kesehatan telah banyak 
dilakukan oleh negara-negara di dunia. Berikut diantaranya penelitian-
penelitian terdahulu terkait inovasi layanan kesehatan yang dilakukan oleh 
dunia internasional :  
1. Patients’ Satisfaction with Home Care Services in Greece 
Penelitian yang dilakukan oleh Kouli, dkk. Melalui International 
Journal of Health Research and Innovation, vol. 1, no. 1, 2013 yaitu, 
Di Negara Yunani layanan perawatan di rumah merupakan bentuk 
alternatif perawatan yang berkualitas tinggi dengan biaya yang jauh 
lebih rendah dibandingkan perawatan rumah sakit. Perawatan tersebut 
diutamakan bagi pasien penderita Neoplasma ganas dan penderita 
kanker lainya. Dikarenakan durasi lama penyakit dan kebutuhan untuk 
perawatan terus menerus membuat pelaksanaan perawatan rumah 
sangat diperlukan untuk pasien dan memberikan dampak positif pada 
status psikologis mereka. Panjangnya masa penyembuhan akan 
penyakit tersebut menjadi bagian dari perawatan berkelanjutan. 
Perawatan dirumah bertujuan untuk meningkatkan kesembuhan pasien 
dan meminimalkan dampak dari penyakit atau cacat. Beberapa layanan 
perawatan di rumah disediakan oleh National Health Service. Di sisi 
lain, selain sektor publik, sektor swasta telah terus-menerus 
mengembangkan layanan perawatan di rumah yang mengisi 
kesenjangan yang ada. Keuntungan perawatan dirumah memiliki 
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pengaruh positif dari lingkungan keluarga serta memberikan 
kemudahan pasien dan ketenangan yang diperlukan, mengurangi 
perasaan ketidak berdayaan dan ketakutan yang terkait dengan 
penyakit yang progresif dan terminal. Oleh karena itu, perawatan di 
rumah ini dikaitkan dengan manfaat yang cukup besar mengenai 
kualitas layanan yang disediakan. Kepuasan dengan layanan 
perawatan di rumah di Yunani bertindak sebagai motif inovasi layanan 
kesehatan. 
2. An Overview of Quality and Accreditation in the Health Sector within 
Saudi Arabia  
Penelitian yang dilakukan oleh Hassan melalui International Journal 
of Health Research and Innovation, vol. 1, no. 3, 2013 yaitu, 
Pemerintah Arab Saudi telah mengambil berbagai langkah positif 
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yaitu melalui akreditasi pada 
penyedia layanan kesehatan. Di bawah pengawasan organisasi 
kesehatan dunia, MOH mendirikan National Committee on Quality 
Assurance (NCQA) pada tahun 1993. Tujuan dari komite tersebut 
adalah untuk memperkuat tujuan dalam mencapai kualitas yang lebih 
tinggi serta sistem pelayanan kesehatan yang ditentukan dari kualitas 
layanan, melalui pelaksanaan program jaminan kualitas dalam 
perawatan kesehatan primer. Forum atau organisasi penyedia 
akreditasi tersebut adalah Central Board of Accreditation for 
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Healthcare Institutions (CBAHI) dibentuk berdasarkan rekomendasi 
dan persetujuan dewan layanan kesehatan pada tahun 2005. Tujuan 
dari forum ini adalah untuk mengenali ketentuan secara umum layanan 
kesehatan pribadi. Hal tersebut untuk meningkatkan dan mengawasi 
pelayanan kesehatan. Pada tahun 2006 standar manual CBAHI 
diresmikan, sehingga dewan layanan kesehatan di Arab Saudi 
menyatakan bahwa semua lembaga penyedia layanan kesehatan baik 
publik maupun swasta harus memperoleh akreditasi CBAHI's. Hasil 
tersebut merupakan usaha-usaha kolaborasi tim Departemen 
Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.  
Berdasarkan uraian di atas setiap daerah bahkan negara pasti memiliki 
bentuk inovasi layanan kesehatan yang berbeda-beda, hal tersebut tentu sesuai 
dengan permasalahan yang dihadapinya. Salah satunya adalah Kabupaten 
Nganjuk. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah di Jawa Timur 
yang menerapkan inovasi pelayanan kesehatan untuk memecahkan 
permasalahan akan kesehatan masyarakatnya.  
Inovasi pelayanan kesehatan Kabupaten Nganjuk terbentuk dilatar 
belakangi oleh kondisi permasalahan kesehatan di Kabupaten Nganjuk. Salah 
satunya adalah penderita gizi buruk pada anak balita. Pada tahun 2009 
ditemukanya penderita gizi buruk pada anak balita mencapai 524 jiwa yang 
mengakibatkan masuk 6 besar terbanyak di Jawa Timur, hingga tahun 2012 
penderita gizi buruk mencapai 758 balita, tahun 2013 mencapai 828 balita, 
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pada tahun 2014 menurun hingga 71 balita (Dinkes Nganjuk, 2014). Selain itu 
inovasi muncul akibat gagalnya penanganan sebelumnya yang telah diberikan 
oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pada program sebelumnya fasilitas 
yang diberikan untuk penderita gizi buruk adalah pemberian PMT (Pemberian 
Makanan Tambahan) pemulihan selama 3 bulan hanya dapat mengentas rata-
rata 10% penderita gizi buruk, itupun akan segera kembali ke gizi buruk lagi 
bila bantuan PMT pemulihan dihentikan (Dinkes Nganjuk, 2017).  
Penyebab gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Nganjuk sangat komplesks 
yaitu bila disimpulkan kemiskinan yang terjadi mengakibatkan ketersediaan 
gizi kurang pada masyarakat, ekonomi yang pas-pas an juga berpengaruh pada 
asupan yang diberikan pada anak balita sehingga asupan gizi pada anak tidak 
mencukupi di dalam tubuh, penyebab kedua adalah ketidak tahuan, ketidak 
tahuan dikaitkan dengan pengetahuan masyarakat yang masih sempit sehingga 
pengetahuan yang terbatas berpengaruh pada pola asuh yang salah terhadap 
anak, penyebab ketiga adalah masyarakat yang rendah, hal tersebut 
berpengaruh pada lingkungan yaitu sanitasi yang buruk sehingga 
menimbulkan sarang penyakit.  
Latar belakang permasalahan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten 
Nganjuk untuk menciptakan program Gentasibu. Program Gentasibu mampu 
menurunkan angka gizi buruk dengan sangat signifikan dan menjadikan best 
practice dalam penanggulangan kasus gizi buruk didaerah (Taufiqurrahman, 
2015). Adanya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 
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memberi kebebasan bagi masing-masing pemerintahan daerah untuk secara 
kreatif mengelola daerahnya, termasuk dalam urusan pengentasan gizi buruk. 
Penurunan angka penderita gizi buruk pada Kabupaten Nganjuk merupakan 
adanya inovasi atau ide pemerintah dalam memperhatikan pelayanan 
kesehatan. Daya inovatif inilah yang wajib dimiliki pemerintah daerah agar 
mampu memaksimalkan peran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 
menciptakan kepuasan masyarakat. 
Menurut Noor (2013:110) Inovasi pemerintah daerah merupakan 
keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 
dan daerahnya. Maka inovasi pada pemerintahan merupakan bentuk upaya 
pemerintah dalam memenuhi hak-hak serta kebutuhan masyarakat luas. 
Sesuai pendapat tersebut, melalui inovasi layanan Gentasibu merupakan 
wujud inovasi pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam upaya penurunan kasus 
gizi buruk pada balita di Kabupaten Nganjuk.  
Program Gentasibu merupakan program andalan pemerintah Kabupaten 
Nganjuk yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan. Gentasibu 
bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah untuk memudahkan dalam 
mendapatkan data dan menangani penderita gizi buruk. Awal mula 
program berjalan pada 3 Juni 2009, yang di Ketuai Tim Penggerak PKK 
Kabupaten Nganjuk Ny. Ita Taufiqurrahman melakukan aksi perdananya 
dengan mengenalkan mobil khusus bertajuk Gentasibu. Pencanangan 
Gentasibu dimulai sejak tahun 2009 hingga sekarang masih tetap 
dilaksanakan (Dinas Kesehatan Daerah kabupaten Nganjuk, 2017). 
Keseriusan pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menangani sebuah 
permasalahan gizi buruk tidak hanya pada tahap pengenalan saja akan tetapi, 
melalui aksi nyata yang langsung memantau serta melakukan pendampingan 
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terhadap proses penentuan apakah balita tersebut menderita gizi buruk atau 
tidak. Dalam kegiatan Gentasibu meliputi : 
Pemeriksaan kesehatan oleh dokter, pemantauan status gizi dan konseling 
gizi oleh ahli gizi dan pemberdayaan orang tua balita. Pendampingan 
tumbuh kembang dilaksanakan sampai gizi buruk bisa mengentaskan 
semuanya. Kunjungan oleh Tim Gentasibu Kabupaten Nganjuk 
dilaksanakan 1 bulan sekali dengan didampingi oleh kader setiap anak 
balita (Dinas Kesehatan Daerah kabupaten Nganjuk, 2017). 
 
Wujud inovasi pada Program Gentasibu dapat dilihat pada proses 
pelaksanaan pendampingan penderita gizi buruk, pemantauan status gizi 
hingga bimbingan konseling gizi pada orang tua balita. Uraian tersebut 
diperkuat oleh Dobni dalam Noor (2013:163) bahwa dalam lingkungan 
organisasi, inovasi sering diungkapkan melalui perilaku atau kegiatan yang 
pada akhirnya terkait dengan tindakan yang nyata atau hasil. 
Program Gentasibu dilaksanakan diseluruh Kecamatan yang ada di 
Nganjuk, ada 20 kecamatan, dan 42 pos Gentasibu yang tersebar tiap 
kecamatan. Setiap kecamatan mengalami kenaikan dan penurunan akan 
penderita gizi buruk anak balita hal tersebut dapat terjadi sesuai dengan 
kondisi daerah dan penanganan pada pelayanan yang diberikan. Pada tahun 
2012 hingga 2016 penderita Kecamatan Nganjuk mengalami penurunan yang 
hampir 90% alasan tersebut menjadi bahan pertimbangan peneliti untuk 
menjadikan salah satu pelaksanaan Gentasibu yang ada di Kabupaten Nganjuk 
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untuk dijadikan bahan penelitian selanjutnya, data dapat dilihat pada Tabel 1.3 
Kasus Gizi Buruk.  
Tabel 1.3 Balita Gizi Buruk Kabupaten Nganjuk Tahun 2012-2016 
Kecamatan 
Kasus Gizi Buruk  
2012 2013 2014 2015 2016 
BAGOR 2 1 2 1 5 
BARON 0 4 2 3 0 
BERBEK 3 1 2 2 1 
GONDANG 3 3 0 0 0 
JATIKALEN 0 0 0 1 0 
KERTOSONO 6 7 3 7 3 
LENGKONG 3 0 1 3 1 
LOCERET 2 6 3 1 7 
NGANJUK 6 3 5 1 1 
NGETOS 3 2 2 4 2 
NGLUYU 0 0 1 1 1 
NGRONGGOT 6 5 8 4 10 
PACE 11 5 4 1 4 
PATIANROWO 2 2 3 2 2 
PRAMBON 2 5 8 5 9 
REJOSO 5 7 5 7 6 
SAWAHAN 1 2 3 2 4 
SUKOMORO 3 1 0 6 1 
TANJUNGANOM 13 19 16 14 11 
WILANGAN 1 1 3 2 3 
Jumlah  71 74 71 67 71 
 Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk 2017, diolah peneliti 
Kecamatan Nganjuk memiliki 2 pos Gentasibu yang terletak di Puskesmas 
Induk Kecamatan Nganjuk dan Balai Kelurahan Payaman. Alasan peneliti 
mengambil Kecamatan Nganjuk karena pos Puskesmas Nganjuk menjadi 
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tempat rujukan bagi kecamatan lain dalam pelaksanaan Gentasibu. Selain itu, 
berbagai instansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menjadikan Puskesmas 
Nganjuk sebagai rujukan atas program yang telah diberikan oleh masyarakat 
dekatnya lokasi puskesmas dengan tempat administrasi di Kabupaten Nganjuk 
juga menjadi alasan sebagai tempat rujukan.  
Penyelenggaraan Program Gentasibu mampu menurunkan balita penderita 
gizi buruk secara signifikan. Sehingga peneliti tertarik pada Program Gerakan 
Pengentasan Gizi Buruk (Gentasibu) sebagai bahan penelitian untuk 
mengetahui secara mendalam proses inovasi pelayanan yang diberikan pada 
balita gizi buruk. Dari gambaran yang dipaparkan diatas maka peneliti 
mengambil judul “Proses Inovasi Layanan Kesehatan Melalui Program 
Gerakan Pengentasan Gizi Buruk “GENTASIBU” di Kabupaten 
Nganjuk”  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimanakah Proses Inovasi Layanan Kesehatan melalui Program 
Gerakan Pengentasan Gizi Buruk (Gentasibu) di Puskesmas Nganjuk, 
Kecamatan Nganjuk ? 
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2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam Proses Inovasi 
Layanan Kesehatan melalui Program Gerakan Pengentasan Gizi Buruk 
(Gentasibu) di Puskesmas Nganjuk, Kecamatan Nganjuk ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Proses Inovasi Layanan 
Kesehatan melalui Program Gerakan Pengentasan Gizi Buruk (Gentasibu) 
di Puskesmas Nganjuk, Kecamatan Nganjuk  
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai faktor pendukung dan 
faktor penghambat Proses Inovasi Layanan Kesehatan Melalui Program 
Gerakan Pengentasan Gizi Buruk (Gentasibu) di Puskesmas Nganjuk, 
Kecamatan Nganjuk. 
 
D. Kontribusi Penelitian 
Peneliti mengharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan 
manfaat, diantaranya : 
1. Kontribusi Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi 
perbandingan untuk peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan 
tema dengan judul penelitian dan demi menambah pengetahuan 
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pembaca mengenai inovasi pelayanan publik dalam konteks pelayanan 
kesehatan. 
2. Kontribusi Praktis 
a. Dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi 
instansi pelaksana program dalam meningkatkan derajat kesehatan 
balita. 
b. Memberikan sumbangan dan pemikiran bagi masyarakat akan 
pentingnya gizi pada balita dalam meningkatkan derajat kesehatan 
balita.  
 
E. Sistematika Pembahasan 
Pemahaman yang sistematis akan memudahkan pemahaman. Penulis 
penelitian ini terbagi kedalam beberapa sistematika sebagai berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN  
Pada bab ini, pertama penulis akan memberikan gambaran 
singkat mengenai latar belakang Proses Inovasi Layanan 
Kesehatan Melalui Program Gerakan Pengentasan Gizi Buruk 
“Gentasibu” di Puskesmas Kecamatan Nganjuk, Kabupaten 
Nganjuk. Terdapat rumusan masalah berupa kajian yang akan 
dibahas dalam penelitian. Ketiga tujuan penelitian berisi hal-
hal yang akan dicari dan dikemukakan dalam penelitian secara 
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teoritis maupun praktis. Dan yang terakhir adalah sistematika 
penulisan merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan 
proposal.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan judul 
penelitian. Digunakan sebagai acuan untuk membahas dan 
menganalisa permasalahan yang diangkat terkait dengan Proses 
Inovasi Layanan Kesehatan Melalui Program Gerakan 
Pengentasan Gizi Buruk “Gentasibu” di Puskesmas Kecamatan 
Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Adapun teori yang digunakan, 
meliputi : pelayanan publik, inovasi layanan publik, pelayanan 
kesehatan, inovasi layanan kesehatan. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Pada bab ini, menjelaskan mengenai metode penelitian yang 
digunakan oleh peneliti dalam menyusun proposal. Metode 
penelitian ini mencakup jenis penelitian yang digunakan oleh 
peneliti, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan 
sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian 





 BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang uraian hasil temuan-temuan penelitian berupa 
data-data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan 
arsip-arsip instansi terkait yang kemudian diolah, dianalisis 
sesuai dengan teknik analisis yang dijelaskan pada bab tiga, 
dan dipaparkan dikaitkan dengan teori-teori pada bab dua. 
BAB V PENUTUP 
Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari 
hasil penelitian yang telah dilakukan. 
 
